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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak 
pidana oleh pelaku usaha perkebunan yang 
membuka atau mengolah lahan dengan cara 
membakar dan bagaimanakah pemberlakuan 
sanksi pidana terhadap pelaku usaha 
perkebunan yang membuka atau mengolah 
lahan dengan cara membakar yang mana 
dengan metode penelitian hukum normatif 
disimpulkan: 1. Tindak pidana oleh pelaku 
usaha perkebunan yang membuka atau 
mengolah lahan dengan cara membakar 
merupakan perbuatan yang melanggar 
larangan dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 56 ayat 
(1) Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang 
membuka dan/atau mengolah lahan dengan 
cara membakar. Apabila terjadi perbuatan 
membuka atau mengolah lahan dengan cara 
membakar maka akan merugikan negara dan 
masyarakat padahal perkebunan berperan 
penting dan memiliki potensi besar dalam 
pembangunan perekonomian nasional dalam 
rangka mewujudkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 2. 
Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku 
usaha perkebunan yang membuka atau 
mengolah lahan dengan cara membakar dapat 
dipidana dengan pidana penjara lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
banyak Rp10.000.000.000. 00 (sepuluh miliar 
rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan oleh 
korporasi, selain pengurusnya dipidana 
berdasarkan ketentuan pidana yang diatur 
dalam pasal Pasal 113 Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, bagi 
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korporasinya dipidana dengan pidana denda 
maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
pidana denda dari masing-masing pasal 
tersebut sebagaimana diatur dalam  Pasal 113. 
Kata kunci: membakar; perkebunan; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Terjadinya tindak pidana oleh pelaku usaha 
perkebunan yang membuka atau mengolah 
lahan dengan cara membakar perlu dibuktikan 
dalam proses peradilan pidana melalui 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di pengadilan. Apabila pelaku 
tindak pidana telah terbukti secara sah 
melanggar peraturan perundang-undangan 
yang berlaku maka penegakan hukum pidana 
khususnya pemberlakuan sanksi pidana 
terhadap pelaku usaha perkebunan yang 
membuka atau mengolah lahan dengan cara 
membakar perlu diberlakukan termasuk 
terhadap korporasi dan pengurusnya apabila 
melakukan tindak pidana yang sama. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana 
oleh pelaku usaha perkebunan yang 
membuka atau mengolah lahan dengan 
cara membakar ?  

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
pidana terhadap pelaku usaha 
perkebunan yang membuka atau 
mengolah lahan dengan cara membakar?  

 
C. Metode Penelitian 

Nama lain dari penelitian hukum normatif 
adalah penelitian hukum doktriner. 

 
PEMBAHASAN 
A. Tindak Pidana Oleh Pelaku Usaha 

Perkebunan Yang Membuka Atau 
Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar  
Sektor perkebunan merupakan sektor yang 

dianggap pertumbuhannya paling konsisten jika 
dilihat dari hasil produksi, luas areal lahan, dan 
produktivitasnya.Selama periode 2010-2014, 
rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap 
PDB mencapai 10,26% dengan pertumbuhan 
sekitar 3,90%. Subsektor perkebunan 
merupakan kontributor terbesar terhadap PDB 
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sektor pertanian. Pada tahun 2014 sektor 
pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau 
sekitar 30,2% dari total tenaga kerja 
(Kementerian pertanian, 2015). Perkebunan 
merupakan salah satu sub sektor dari sektor 
pertanian yang mempunyai peranan penting 
dan strategis dalam pembangunan nasional.5  

Peranannya terlihat nyata dalam 
penerimaan devisa negara melalui ekspor, 
penyediaan lapangan kerja, pemenuhan 
kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku 
berbagai industri dalam negeri, perolehan nilai 
tambah dan daya saing serta optimalisasi 
pengelolaan sumber daya alam secara 
berkelanjutan (Danil, dkk, 2014). Salah satu 
komoditas unggulan sektor perkebunan adalah 
kakao. Hal ini dibuktikan kakao sebagai 
penyumbang devisa Indonesia peringkat 
keempat setelah kelapa sawit, karet, dan 
kelapa. Indonesia yang dikenal sebagai negara 
penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah 
Pantai Gading dan Ghana, sehingga turut 
berperan aktif dalam ekspor komoditas kakao 
dunia karena Indonesia menyumbang sebesar 
16% kakao untuk dunia (Direktorat Jenderal 
Pekebunan, 2013).6 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan. Pasal 108. Setiap Pelaku 
Usaha perkebunan yang membuka dan/atau 
mengolah lahan dengan cara membakar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
banyak Rp10.000.000.000. 00 (sepuluh miliar 
rupiah). 

Pasal 56 ayat: 
(1) Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang 

membuka dan/atau mengolah lahan 
dengan cara membakar. 

(2) Setiap Pelaku Usaha perkebunan 
berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan 
prasarana pengendalian kebakaran lahan 
dan kebun. 

                                                           
5Nurul Fadilah dan Dwi Ratna Hidayati, Manajemen 
Pemasaran Produk Kakao Kebun Banjarsari  Ptp XII  
Jember. Neo-Bis Volume 11,No 1,Juni 2017. hlm. 3. 
6 Ibid. hlm. 3. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembukaan lahan tanpa membakar diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan.7 Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 
hak-hak tertentu serta pengumuman 
keputusan hakim.8 

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak 
pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda  
Strafbaarfiet yang merupakan istilah resmi 
dalam Wetboek Van Starfrecht yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai 
saat ini.9 

Di samping istilah tindak pidana, juga 
dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan 
pidana, peristiwa pidana dan delik, namun 
demikian perbedaan-perbedaan tersebut 
tidaklah mempunyai arti yang mendasar. 
Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi 
adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan 
maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. 
Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan 
definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.10 Menurut 
Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukum pidana. Moelyanto, 
menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu 
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana 
dilarang dan diancam dengan pidana, 
barangsiapa yang melanggar larangan 
tersebut.11 

                                                           
7Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm. 60. 
8 Ibid, hlm. 60. 
9Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif 
Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Ed. 1, PT. 
RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59. 
10 Ibid. 
11 Ibid. hlm. 59-60. 
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Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa 
pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang 
bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan lainnya, 
terhadap perbuatan mana yang diadakan 
tindakan hukum, sedangkan Kansil, 
menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan 
yang melanggar undang-undang yang dilakukan 
dengan sengaja oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.12  

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.13 Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah 
perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 
diingat bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada 
orang yang menimbulkan kejadian itu.14 

Antara larangan dan ancaman pidana ada 
hubungan yang erat, oleh karena di antara 
kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan 
yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. 
Kejadian tidak dapat dilarang jika yang 
menimbulkan bukan orang dan orang tidak 
dapat diancam pidana, jika tidak karena 
kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru 
untuk menyatakan hubungan yang erat itu, 
maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu 
suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada 
dua keadaan konkret: pertama, adanya 
kejadian yang tertentu dan kedua, adanya 
orang yang berbuat yang menimbulkan 
kejadian itu.15 

Penyelenggaraan  Keamanan Pangan untuk 
kegiatan atau proses Produksi  Pangan untuk 
dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi 
Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan 
Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk 
rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, 
penetapan standar Kemasan Pangan, 

                                                           
12 Ibid.  
13Moeljatno, Op.Cit. hlm. 59 
14 Ibid. 
15 Ibid, hlm. 61. 

pemberian jaminan Keamanan Pangandan 
Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi 
yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan 
dalam melakukan Produksi Pangan harus 
memenuhi berbagai ketentuan mengenai 
kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga 
tidak berisiko merugikan atau membahayakan 
kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan 
bertanggung jawab terhadap Pangan yang 
diedarkan, terutama apabila Pangan yang 
diproduksi menyebabkan kerugian, baik 
terhadap gangguan kesehatan maupun 
kematian orang yang mengonsumsi Pangan 
tersebut.16  

Masyarakat juga perlu mendapatkan 
informasi yang jelas mengenai setiap produk 
pangan yang dikemas sebelum membeli dan 
mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut 
terkait dengan asal, keamanan, mutu, 
kandungan Gizi, dan keterangan lain yang 
diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, 
perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan 
iklan pangan sehingga masyarakat dapat 
mengambil keputusan berdasarkan informasi 
yang akurat. Keberlanjutan dalam pewujudan 
Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan 
Ketahanan Pangan bergantung kepada 
kemampuan bangsa dan negara dalam 
menciptakan inovasi teknologi di bidang 
Pangan serta mendiseminasikannya kepada 
Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, 
Pemerintah wajib melakukan penelitian dan 
pengembangan Pangan secara terus-menerus, 
dan mendorong serta menyinergikan kegiatan 
penelitian dan pengembangan Pangan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga 
pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha 
Pangan, dan masyarakat.17 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan. Pasal 2. Perkebunan 
diselenggarakan berdasarkan asas: 
a. kedaulatan; 
b. kemandirian; 
c. kebermanfaatan; 
d. keberlanjutan 

                                                           
16 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan. 
17Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan. 
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e. keterpaduan; 
f. kebersamaan; 
g. keterbukaan; 
h. efisiensi-berkeadilan; 
i. kearifan lokal; dan 
j. kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Kaidah hukum memberikan jiwa kepada 
norma/kaidah hukum sehingga mempunyai 
kekuatan mengikat. Asas hukum dapat 
dibedakan menjadi asas hukum konstitusi dan 
asas hukum regulatif. Asas hukum konstitusi 
merupakan asas yang harus ada dalam 
kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas 
hukum regulatif diperlukan untuk 
beroperasinya sistem hukum tersebut. 
Pembentukan norma/kaidah hukum yang tidak 
sesuai dengan asas hukum konstitusi akan 
menghasilkan norma-norma yang secara 
materil bukan merupakan kaidah hukum. 
Sedangkan jika asas hukum regulatif tidak 
diperhatikan, maka akan menghasilkan kaidah 
hukum yang tidak adil.18  

Dengan demikian dapat dikemukakan 
beberapa fungsi dari asas hukum adalah: 
1. Menjamin pelaksana kaidah hukum sesuai 

dengan tujuan hukum itu, misalnya asas 
nullium delictum untuk menjamin kepastian 
dan mencegah sewenag-wenang. 

2. Menjamin keluwesan kaidah hukum dalam 
suatu peristiwa konkret, misalnya asas jual-
beli tidak memutuskan hubunggan sewa-
menyewa. 

3. Sebagai instrumen untuk mengarahkan 
kaidah hukum, misalnya asas praduga tidak 
bersalah.19 
Untuk mempelajari norma hukum, harus 

mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan 
perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak 
dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh 
dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang 
dinamakan dengan asas hukum, semakin tinggi 
tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak 
dan umum sifatnya serta mempunyai 
jangkauan kerja yang lebih luas untuk 
menaungi norma hukumnya. Dengan demikian 

                                                           
18Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan 
Indonesia, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, 
hlm. 31. 
19Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. 
Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. hlm. 12. 

asas hukum itu merupakan dasar atau ratio 
legis bagi dibentuknya suatu norma hukum. 
Demikian pula sebaliknya norma hukum itu 
harus dapat dikembalikan kepada asas 
hukumnya, jangan sampai lahir norma hukum 
yang bertentangan dengan asas hukumnya 
sendiri. Norma hukum tidak lain adalah 
perwujudan dari asas hukumnya.20 

Penjelasan Pasal 2 huruf (a) Yang dimaksud 
dengan "asas kedaulatan" adalah 
penyelenggaraan Perkebunan harus 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi 
kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang 
memiliki hak untuk mengembangkan dirinya. 
Huruf (b) Yang dimaksud dengan "asas 
kemandirian" adalah penyelenggaraan 
Perkebunan harus dilaksanakan  secara 
independen dengan mengutamakan 
kemampuan sumber daya dalam negeri. Huruf 
(c) Yang dimaksud dengan "asas 
kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan 
Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Huruf 
(d) Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" 
adalah penyelenggaraan Perkebunan harus 
dilaksanakan  secara konsisten dan 
berkesinambungan dengan memanfaatkan 
sumber daya alam, menjaga kelestarian  fungsi 
lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi 
sosial budaya. Huruf (e) Yang dimaksud dengan 
"asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan 
Perkebunan harus dilakukan dengan 
memadukan aspek sarana dan prasarana 
produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya 
Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran 
Hasil Perkebunan. Huruf (f) Yang dimaksud 
dengan "asas kebersamaan" adalah 
penyelenggaraan Perkebunan menerapkan 
kemitraan secara terbuka sehingga terjalin 
saling keterkaitan dan saling ketergantungan 
secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan. 
Huruf (g) Yang dimaksud dengan "asas 
keterbukaan" adalah penyelenggaraan. 
Perkebunan dilakukan dengan memperhatikan 
aspirasi masyarakat dan didukung dengan 
pelayanan informasi yang dapat diakses oleh 
Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat. 
Huruf (h) Yang dimaksud dengan "asas efisiensi-

                                                           
20 Ibid. 
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berkeadilan" adalah penyelenggaraan 
Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat 
guna untuk menciptakan manfaat sebesar-
besarnya dari sumber daya dan memberikan 
peluang serta kesempatan yang sama secara 
proporsional kepada semua warga negara 
sesuai dengan kemampuannya. Huruf (i) Yang 
dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah 
penyelenggaraan Perkebunan harus  
mempertimbangkan karakteristik sosial, 
ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang 
berlaku dalam  tata kehidupan masyarakat 
setempat. Huruf (j) Yang dimaksud dengan 
"asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" 
adalah penyelenggaraan Perkebunan harus 
menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan 
teknologi yang tidak mengganggu fungsi 
lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, 
geologis, maupun kimiawi. 

Pasal 3. Penyelenggaraan Perkebunan 
bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat; 
b. meningkatkan sumber devisa negara; 
c. menyediakan lapangan kerja dan 

kesempatan usaha; 
d. meningkatkan produksi, produktivitas, 

kualitas, nilai tambah, daya saing, dan 
pangsa pasar; 

e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan 
konsumsi serta bahan baku industri dalam 
negeri; 

f. memberikan pelindungan kepada Pelaku 
Usaha Perkebunan dan masyarakat; 

g. mengelola dan mengembangkan sumber 
daya Perkebunan secara optimal, 
bertanggung jawab, dan lestari; dan 

h. meningkatkan pemanfaatan jasa 
Perkebunan. 
Penjelasan Pasal 3 Huruf (f) Pelindungan 

kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan 
masyarakat dimaksudkan agar 
penyelenggaraan Perkebunan menjadi perekat 
dan pemersatu bangsa. Huruf (h) Yang 
dimaksud dengan "jasa Perkebunan" adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh orang 
perseorangan maupun badan usaha atas dasar 
balas jasa atau kontrak, yang antara lain 
meliputi kegiatan pembuatan desain kebun 
dan/ atau unit pengolahan, pengolahan lahan, 

penyewaan alat dan mesin Perkebunan dengan 
operatornya, penyemprotan atau pengendalian 
organisme pengganggu tumbuhan, 
pemangkasan, pemanenan dan pascapanen, 
serta pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. 

Pasal 4. Lingkup pengaturan Perkebunan 
meliputi: 
a. perencanaan; 
b. penggunaan lahan; 
c. perbenihan; 
d. budi daya Tanaman Perkebunan; 
e. Usaha Perkebunan; 
f. pengolahan dan pemasaran Hasil 

Perkebunan; 
g. penelitian dan pengembangan; 
h. sistem data dan informasi; 
i. pengembangan sumber daya manusia; 
j. pembiayaan Usaha Perkebunan; 
k. penanaman modal; 
l. pembinaan dan pengawasan; dan 
m. peran serta masyarakat. 

Antara manusia dan lingkungan hidupnya 
terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan 
dalam lingkungan hidup akan menyebabkan 
perubahan dalam kelakuan manusia untuk 
menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. 
Perubahan dalam kelakuan manusia ini 
selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan 
dalam lingkungan hidup. Dengan adanya 
hubungan dinamis sirkuler antara manusia 
dengan lingkungan hidupnya itu, dapatlah 
dikatakan “hanya dalam lingkungan hidup yang 
baik, manusia dapat berkembang secara 
maksimal dan hanya dengan manusia yang baik 
lingkungan hidup dapat berkembang kea rah 
optimal, karena itu jelaslah betapa pentingnya 
pembinaan lingkungan hidup.21 

Penegakan hukum yang semata-mata 
mengacu pada kepentingan hukum atau umum 
tanpa mempertimbangkan kepentingan 
pembangunan dapat menimbulkan situasi dan 
kondisi yang justru akan menghambat 
pembangunan berkelanjutan, sebaliknya 
kegiatan pembangunan dapat menimbulkan 
dampak negatif bagi lingkungan. hal ini 
menunjukkan bahwa ada tugas berat yang 
dilaksanakan secara arif dan bijaksana dalam 
era pembangunan saat ini, yaitu meletakkan 

                                                           
21 Ibid, hlm. 7. 
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pada titik keseimbangan dan keserasian yang 
saling menunjang secara sinergik antara 
penegakan hukum lingkungan dengan 
pelaksananaan pembangunan.22 

 
 

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap 
Pelaku Usaha Perkebunan Yang Membuka 
Atau Mengolah Lahan Dengan Cara 
Membakar 
Peran pemerintah melalui berbagai 

kebijakan dan program diharapkan dapat 
mendorong dan menciptakan iklim usaha yang 
kondusif dan menggairahkan petani/kelompok 
tani maupun pihak swasta/usahawan, sehingga 
agribisnis dapat berkembang. Dalam hal ini 
pemerintah bertindak sebagai fasilitator, 
regulator, motivator yang harus menserasikan 
hubungan antar pelaku agribisnis tersebut, 
sehingga para pelaku dapat berinteraksi secara 
proporsional dan tidak terjadi eksploitasi yang 
bersifat kontradiktif. Para pelaku usaha bisa 
meraih keuntungan yang seimbang. Dengan 
terjadinya keterpaduan berbagai unsur 
tersebut (kelompok tani, swasta/usahawan dan 
pemerintah) diharapkan agribisnis yang bersifat 
konsolidatif vertikal atau kemitraan tersebut 
dapat berkembang.23 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan. Pasal 108. Setiap Pelaku 
Usaha perkebunan yang membuka dan/atau 
mengolah lahan dengan cara membakar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
banyak Rp10.000.000.000. 00 (sepuluh miliar 
rupiah). 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan. Pasal 1 angka 15. Setiap 
Orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum. 

Pasal 113 ayat: 
1. Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 
105, Pasal 106, Pasal I07, Pasal 108 dan 
Pasal 109 Dilakukan Oleh Korporasi, Selain 

                                                           
22Alvi Syahrin, Op.Cit, hlm. 5. 
23Cut Gustiana, Op.Cit. hlm. 72. 

Pengurusnya Dipidana Berdasarkan Pasal 
103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 
107, Pasal 108, Dan Pasal 109, korporasinya 
dipidana dengan pidana denda maksimum 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda 
dari masing-masing tersebut. 

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 
105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan 
Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai 
orang yang diperintahkan atau orang yang 
karena jabatannya memiliki kewenangan di 
bidang perkebunan, pejabat tersebut 
dipidana dengan pidana sebagaimana 
ancaman pidana dalam Undang-Undang ini 
ditambah I /3 (sepertiga). 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Pasal 1 angka 21. Setiap 
orang adalah orang perseorangan dan/atau 
korporasi yang melakukan perbuatan 
perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah 
hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di 
wilayah hukum Indonesia. 

Pasal 1 angka 22. Korporasi adalah 
kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
teroganisasi, baik berupa badan hukum 
maupun bukan badan hukum. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 9. Setiap Orang 
adalah orang perseorangan atau korporasi. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
yang menegaskan bahwa pengertian korporasi 
adalah “sekumpulan orang atau kekayaan yang 
terorganisir baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum.  

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 6. Korporasi 
adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 
yang terorganisasi baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum.  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, Pasal 1 angka 21. Korporasi 
adalah kumpulan terorganisasi dari orang 
dan/atau kekayaan, baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum. 
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Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak 
mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum 
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring 
dengan kesadaran yang semakin sering 
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi, muncul 
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai 
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks 
sebagai subjek hukum yang mengatur 
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena 
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering 
merugikan dan mengancam sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana.24 

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum 
perdata sebagai badan hukum (rechtpersoon). 
Secara etimologis, kata korporasi berasal dari 
kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti 
kata-kata lainnya berakhiran dengan “tio”, 
maka korporasi sebagai kata benda 
(substantium), berasal dari kata kerja 
“corporare” yang banyak dipakai orang pada 
abad pertengahan sesudah itu.  “corporare” itu 
sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti 
memberikan badan atau membadankan. 
Dengan demikian, “corporatio” adalah hasil dari 
pekerjaan yang membadankan atau dengan 
kata lain, badan yang dijadikan orang, badan 
yang diperoleh dengan perbuatan manusia 
sebagai lawan terhadap badan manusia yang 
terjadi menurut alam.25  

Korporasi merupakan istilah yang biasa 
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan 
kriminologi untuk menyebut apa yang dalam 
bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, 
sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa 
Inggris disebut legal atau corporation. Arti 
badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas 
pertanyaan apakah subjek hukum itu? 
Pengertian subjek hukum pada pokoknya 
adalah manusia dan segala sesuatu yang 
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat 

                                                           
24Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1. 
Pustaka Setia, Bandung, 2012,    hlm. 90. 
25Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik 
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan 
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 11. 

yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 
dan kewajiban. Pengertian inilah yang 
dinamakan badan hukum.26 

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut 
sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam 
hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan 
bahwa korporasi definisikan sebagai: 
“perseroan perdata adalah suatu persetujuan 
antara dua orang atau lebih, yang berjanji 
untuk   memasukkan sesuatu ke dalam 
perseroan, itu dengan maksud supaya 
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu 
dibagi di antara mereka.27  

Dengan demikian dapat kita simpulkan 
bahwa korporasi juga termasuk badan hukum 
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada 
adanya suatu badan yang diberi status sebagai 
subjek hukum, disamping subjek hukum yang 
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon). 
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup 
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak 
munculnya fenomena-fenomena kejahatan 
korporasi.28 

Berbicara mengenai badan hukum, 
sebenarnya bermula sekedar dalam konsep 
hukum perdata sebagai kebutuhan untuk 
menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih 
berhasil. Keberadaan korporasi sebagi suatu 
badan hukum, bukan muncul dengan begitu 
saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi 
sebagai badan hukum bukan ada dengan 
sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-
pendiri yang menurut ilmu hukum perdata 
memiliki kewenangan untuk mendirikan 
korporasi.29 

Pengertian badan hukum itu sendiri, 
sebenarnya terjadi sebagai akibat dari 
perkembangan masyarakat menuju 
modernisasi. Dahulu di alam yang masih 
primitif ataupun di dalam kehidupan yang 
masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha 
dijalankan secara perorangan. 
Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk 
menjalankan usaha secara bekerja sama 

                                                           
26 Ibid. 
27 Muhammad Yamin, Op. Cit, hlm. 89. 
28 Ibid. 
29Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op. Cit, hlm. 
12. 



Lex Crimen Vol. X/No. 9/Ags/2021 

 

42 

dengan beberapa orang yang mungkin atas 
dasar pertimbangan agar dapat menghimpun 
modal yang lebih berhasil daripada 
dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu 
kemudian timbul keinginan untuk membuat 
suatu wadah seperti badan hukum agar 
kepentingan-kepentingan masing-masing lebih 
mudah dijalankan dan untuk membagi risiko 
yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama 
yang dijalankan.30 

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.31 Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan.32 Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.33  

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum 
pidana membedakan hukum pidana dengan 
bagian hukum yang lain. Hukuman dalam 
hukum pidana ditujukan untuk memelihara 
keamanan dan pergaulan hidup yang benar.34 
Penerapan sanksi pidana merupakan upaya 
terakhir (ultimum remedium) ketika instrumen 
hukum perdata atau hukum administrasi sudah 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik.35 

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-
undangan pidana bukanlah sekedar masalah 
teknis perundang-undangan semata, melainkan 
bagian tak terpisahkan dari substansi atau 
materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya, dalam hal menyangkut masalah 
penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 
segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebijakan 
legislasi.36 

                                                           
30 Ibid, hlm. 12. 
31Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit.hlm. 
138. 
32Ibid, hlm. 138. 
33 Ibid, hlm. 119. 
34Leden Marpaung, Op.Cit. hlm. 105. 
35Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. 
Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.   
36Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi Hukum 
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. 
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91. 

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah 
merupakan reaksi atas pelanggaran hukum 
yang telah ditentukan undang-undang, mulai 
dari penahanan, penuntutan sampai, sampai 
pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon 
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari 
setiap undang-undang adalah menentukan 
sistem hukum yang dianutnya. Masalah 
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam 
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah 
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam 
pemidanaan.37  

Tujuan hukum pidana ada dua macam, 
yaitu: 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar 

tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi 
preventif/pencegahan); 

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana agar menjadi orang yang 
baik dan dapat diterima kembali dalam 
masyarakat (fungsi represif) kekerasan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum 

pidana adalah untuk melindungi masyarakat. 
Apabila seseorang takut untuk melakukan 
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, 
semua orang dalam masyarakat akan tenteram 
dan aman. Hukum pidana merupakan bagian 
dari hukum publik.38  

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 
tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni 
tahap penegakan hukum in abtracto oleh 
badan pembuat undang-undang (tahap 
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni 
tahap penerapan hukum pidana oleh para 
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). 
Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 
aparat-aparat pelaksana pidana (tahap 
eksekutif atau administrasi).39 Sebagai suatu 
sistem masyarakat, sistem peradilan pidana 
bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat 
menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan 
kasus kejahatan yang terjadi sehingga 
masyarakat puas, bahwa keadilan telah 

                                                           
37Ibid, hlm. 92. 
38Yulies Tiena Masriani, Op.Cit. hlm. 61. 
39Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3. 
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ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) 
mengusahakan agar mereka yang pernah 
melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi 
kejahatannya.40  

Bila mengacu kepada tujuan sistem 
peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai 
usaha mencegah dan menanggulangi 
kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan 
direhabilitasi serta dilindunginya korban dan 
masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja 
sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 
Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang 
sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya 
pidana penjara adalah kepolisian sebagai 
penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. 
Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan 
penegak hukum dalam arti bahwa ketiga 
instansi ini yang menentukan seseorang itu 
dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya 
hakim.41 

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan 
sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat 
untuk menanggulangi kejahatan. 
Menanggulangi di sini berarti usaha untuk 
mengendalikan kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini 
dianggap berhasil apabila sebagian besar dari 
laporan maupun keluhan masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” 
dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang 
pengadilan dan diputus bersalah serta 
mendapat pidana.42 

Hukum pidana adalah hukum yang 
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan 
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan 
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi 
yang bersangkutan. Kejahatan adalah 
perbuatan pidana yang berat. Ancaman 
hukumannya dapat berupa hukuman denda, 
hukuman penjara, hukuman mati dan 
kadangkala masih ditambah dengan hukuman 
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan 

                                                           
40Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara 
Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan 
Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56. 
41 Ibid. 
42Ibid, hlm. 55-56.   

hak-hak tertentu serta pengumuman 
keputusan hakim.43  

Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan 
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban 
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat 
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.44 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Tindak pidana oleh pelaku usaha 
perkebunan yang membuka atau 
mengolah lahan dengan cara membakar 
merupakan perbuatan yang melanggar 
larangan dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 
Pasal 56 ayat (1) Setiap Pelaku Usaha 
perkebunan dilarang membuka dan/atau 
mengolah lahan dengan cara membakar. 
Apabila terjadi perbuatan membuka atau 
mengolah lahan dengan cara membakar 
maka akan merugikan negara dan 
masyarakat padahal perkebunan 
berperan penting dan memiliki potensi 
besar dalam pembangunan 
perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 

2.  Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
pelaku usaha perkebunan yang membuka 
atau mengolah lahan dengan cara 

                                                           
43Ibid, hlm. 60. 
44Sudarsono, Op.Cit.hlm. 211. 
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membakar dapat dipidana dengan 
pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak banyak 
Rp10.000.000.000. 00 (sepuluh miliar 
rupiah). Dalam hal perbuatan dilakukan 
oleh korporasi, selain pengurusnya 
dipidana berdasarkan ketentuan pidana 
yang diatur dalam pasal Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 
Tentang Perkebunan, bagi korporasinya 
dipidana dengan pidana denda 
maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
pidana denda dari masing-masing pasal 
tersebut sebagaimana diatur dalam  
Pasal 113. 

 
B. Saran 

1. Untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana oleh pelaku usaha perkebunan 
yang membuka atau mengolah lahan 
dengan cara membakar maka setiap 
pelaku usaha perkebunan berkewajiban 
memiliki sistem, sarana, dan prasarana 
pengendalian kebakaran lahan dan 
kebun sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku mengenai 
pembukaan lahan tanpa membakar 
sebagaimana diatur dengan peraturan 
Menteri. 

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
pelaku usaha perkebunan yang membuka 
atau mengolah lahan dengan cara 
membakar termasuk korporasi atau 
pengurusnya perlu diterapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku apabila perbuatan tersebut 
telah terbukti secara sah dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan efek 
jera dan bagi pihak-pihak lain merupakan 
suatu peringatan untuk tidak melakukan 
perbuatan yang sama. 
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